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KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA

KEPLUTUSAN KOMIS] PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA

NOMOR : |B /PR.O1.3-Kpt/ 7203 /KPU.Kab/ VI /2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

DONGGALA NOMOR 55.1/PR.01.3-Kpt/ 7203/ KPU-Kab/V /2020
TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

DONGGALA TAHUN 2020-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA,

Menimbang

td. bahwa untuk mewujudkan penvelenggaraan Pemilihan

Umum dan Pemilihan vang Iebih berkualitas,
demokratis, damai, jujur dan adil, perlu disusun
rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Dongpala Tahun 2020-2024 ;

. bahwa untuk mengimplementasikan rencana strategis

Komisi Pemilihan Umum tahun 2020-2024 dengan
menyesuaikan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai
penyelenggara Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten
Donggala;

. bahwa  berdasarkan perimbangan  sebagaimansa

dimalksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Donggala tentang Perubaban  atas
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Dongeala nomor 55.1/PR.01.3-Kpt/ 7203/ KPU-
Kab/V,/2020 tentang Rencana Strategis Komisi



Mengingat

Pemnilihan Umum Kabupaten Donggala Tahun 2020-
2024 ;

: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tehun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Namer 4721);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
UndangUndang Nomor 1 Tabhun 2014 tentang
Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota menjadi
UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah
heberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Penggant Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomaor 6547},

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun

2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat  Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provingi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008 tentang
Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor




06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat  Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
secretariat Komisi Pemilihan Kabupaten /Kota;

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 610%);

. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 ([Lembaran Negara Republik
[ndonesia Tahun 2020 Nomor 10);

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilthan Umum,
Komisi Pemillhan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nemor 320},
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
B8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786};

. Keputusan Komisi Pemilihan Umum = Nomor
197 /PR.01.3-Kpt/01/KPU /IV /2020 tentang Rencana
Strategis Komisi Pemilthan Umum Tahun 2020-2024;

. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 357/PR.O1.3-Kpt/01/KPU/VI/2021
Pedoman Penyusunan Rencana Sirategis Komisi



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN :

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

DONGGALA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 55.1/PR.01.3-KPT/7203 /KPU-KAB/V [ 2020
TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2020-2024.

: Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Donggala Tahun 2020-2024 sehagaimana
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

: Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Donggala Tahun 2020-2024 sebagimana dimaksud dalam
Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala untuk
periode 5 [lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai
dengan tahun 2024,

: Rencana Strategis Komisi Pemilihan LUmum Kabupaten

Donggala Tahun 2020-202 sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU, meliputi :

a. Pengimpilmentasian wvisi, misi, dan tujuan Komisi
Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

b. Pegimplementasian arah kebijakan, strategi, kerangka
regulasi dan kerangka kelembagaan Komisi Pemilihan
Umum Tahun 2020-2024; dan

c. Target kinerja dan kerangka pendanaan Komisi
Pemilthan Umum Kabupaten Donggala Tahun 2020-
2024,
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KEEMPAT

KELIMA

Rencana Strategis Komisi Peillhan Umum Kabupaten
Daonggala Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU menjadi pedoman :

a.

penyusunan rencana strategis unit kerja di ingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala;
penyvusunan rencana kerja di lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Donggala;

. penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan

di lngkungan Komisi Pemillhan Umum Kabupaten
Donggala dan pemangku kepentingan lainnya;
pengintegrasian, sinkronisasi, dan konsistensi antara
PETENCANAAT, PENZANERATAN, pelaksanaan dan
pengawasan program/kegiatan di lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten donggala; dan

penggunaan sumber daya secara efisien, efeltif,
berkeadilan dan berkelanjutan.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.,

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal JoJuni 2021
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KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (RENSTRA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala
Tahun 2020 — 2024 adalah adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Komis! Pemilihan Umum Kabupaten Donggala untuk 5 (lima) tahun kedepan, yang
disusun berdasarkan analisis terhadap permasalahan dan potens: yang dihadapi
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala untuk saat ini dan masa yang akan
datang. Disamping itu RENSTRA KPU Kabupaten Donggala disusun dengan
berpedoman pada arah kebijakan dan arah strategis Nasional sebagaimansa
tercantum dalam Visi dan Misi Presiden dan RPJMN tahun 2020 - 2024,

Memperhatikan hal tersebut, maka RENSTRA ini menjadi pedoman bagi
Komisl Pemilihan Umum HKabupaten Donggala peroide 2020 - 2024 dalam
melaksanakan lugas dan fungsinya dengan senantiasa menunjung &sas
penyelenggara dan asas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. Dengan panduan
RENSTRA yang spesifik, terukur, dapat dijangkau, wajar dan terjadwal disenai prinsip
— prinsip Komisl Pemilihan Umum, diharapkan Kabupaten Donggala dan Bangsa
Indonesia secara umum ke depan mampu mencapai demokrasi yang substansial,
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A

BAB |
PENDAHULUAN

KONDIS! UMUM

Pelaksanaan demokrasi guna menjamin kebebasan warga negara
menggunakan hak-hak polittknya, masih menyimpan sejumiah pesimisme,
misalnya berupa pembelahan politik (suku, agama, ras, dan antar
kelompok/SARA) yang disebablkan oleh: kebebasan warga negara daiam
berbicara-berpendapat yang difasilitasi oleh kemajuan tekonologi informasi,
kebebasan berkumpul berserikat yang difasilitasi oleh kabebasan membentuk
organisasi kepentingan dan partai politik; serta kebebasan memerintah diri sendin
yang difasilitasi oleh kebebasan memilih dan dipilin dalam Pemilu. Meskipun
demikian, salah satu tolok ukur keberhasilan demokrasi adalah tingkat partisipasi
masyarakat dalam Pemiu. Dalam sistem politk semacam itu, tersvuudnya
demokrasi substansial tak dapat lepas dar peran Lembaga negara yang menjadi
pondasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang mandiri, jujur, adi berkepastian
hukum. ferib. terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien,
hingga tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota, Pemilu Serentak sebagai
Pesta Demokrasi peru dimaknai lebih komprehensif daripada sebelumnya, Pesta
Demokrasi kedepan tidak saja mengenal Pemilu Serentak sebagal ajang
masyarakat dalam menyampaikan kedewasaan poliiknya, namun juga
memaknai Pesta yang identik dengan kegembiraan dan antusiasme yang tinggi.
Pageiaran budaya, pagelaran kesenian dan berbagai ekspresi kegembiraan
masyarakat disagala penjuru perlu didukung sera difasilitasi menginngi Pemilu
Serentak kedepan sebagai bentuk budaya Pesta Demokrasi milenial.

POTENSI MASALAH

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KFU  diukur dan
"Terselenggaranya Pemilihan Umum yang berkualitas dan dapat menjamin
pelaksanaan hak politik masyarakat”, dipengaruhi cleh 7 (tujuh) aspekidimens
- dimensi organisasi, yaitu.
1) Aspek Kelembagaan,
2} Aspek Sumber Daya Manusia;
3) Aspek Kepemimpinan;

Beoneirs Komisi Pemilihan Umam Kabupatenh Bonggals 2020-
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4) Aspek Persncanaan dan Anggaran;

5} Aspek Bussiness Process dan Kebijakan;

B) Aspek Dukungan Infrastrukiur dan Teknologi Informasi Komunikasi; dan
7} Aspek Hubungan dengan Stakeholders.

Komisi Pemilhen Umum memiliki potensi sekaligus menghadapi
permasalahan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Beberape potensi
(kekuatan) yang dapat dimanfaatkan secama optimal oleh KPU dalam
melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu,

1. Komigi Pemilthan Umum memupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan
mandir;

2. Komisi Pemilihan Umum memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan
barbagal latar balakang pendidikan dan usla;

4. Kesempatan pendidikan formal dan dikiat guna meningkatkan kapasitas Taia

Kelola Pemilu;

4, Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum bersifat Kolektif kolegial sehingga
memiliki potensi yang lebih tinggl untuk membangun kepercayaan publik
5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan

Pemilu Serentak;

6. KPU bekerjasama dengan organisasi atau KiL lain untuk melaksanakan tugas
dan fungsinya;
7. Partisipasi yang tinggl pada Pemilu 2019;

Sementara itu, permasalahan (kelemahan) yang dihadapi Komisi Pamilihan

Umum dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak, yaitu:

1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasl belum di utlisasi secara penuh
untuk mempermudah palaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum:

2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail
dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum merupakan
organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia
yang tinggi;

3. HKetidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi,
mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi;

4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah;

!|||i'll-'l|ll Bomisi MPemilihar [T TRTN ] B L prai £ oo [I-_-1|E|l|"|||.| ol {3 ) =
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Sebagian besar Fegawai Negerl Sipd dl Komisi Pemiihan Umum merupakan
tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada
organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda,

6. Jumilah dan komposisi pegawal belum sesuai dengan fugas, fungsi dan beban
keranya;

7. Tingginya disparitas kompatensi pagawal,

8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi
Organisas:;

8. Homisl Pemilihan Umum belum menyusun standar pelayanan publik (SPP)
untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan;

10. Gudang kantor sebagai tempat penyimpanan eks surat suara, bilik dan kotak
suara kurang menampung logistic yang ada,

11. Belum optimalnya kapasitas SDOM dalam mengealola logistik Pemilu/ Pemilihan
secara tepat waktu, tepat jumiah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;

fuf:" stra Kewini Pemilibue Umum Habupaten Donggala 2ogo-




BAB Il
VISI, MIS], TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI
A. VIS

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Donggala sebagai bagian integral
dan KPL Rl memiliki Vigi sesuai yang telah dicanangkan oleh Komisi Pamilihan
Umum Republik Indonesia. Visi Komisi Pamilihan Umum menggambarkan kondisi
ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang
diselesaikan dalam periode 5 (lima} tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi
Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah :
“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan
Berintegritas”.
Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas
adalah sebagai berikut :

1. Mandiri, memiiiki arti bahwa KPU bebas dar pengaruh plhak mana pun,
disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai
dengan peraturan perundang-undangan,

2. Integntas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel,

3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas,
tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepertingan
umum,

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang
dilakzanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU pericde 2020-
2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden
nomor 8 yaitu “Pengelolaan Pemearintahan yang bersih, efektil, dan
fepercaya’’ dengan uraian sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan
berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etk penyelenggaa
Permilu.

2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian
hukum, progresif, dan parisipatif.

b | Hemebra HRamisd Pemilibhon UVmrom Rabopaten Panpggala dogo-
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Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Sementak yang afeklif dan
efisien, tranzparan, skuntabel, sena aksesibel.

Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologl informasi  dalam
menyelenggarakan Pemilu Serentak.

Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak,
Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku

kepentingan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dan tujuan penyusunan Renstra adalah;
a. sebagai perwujudan pelaksanaan Sistem Akuntabiltas Instansi Pemerintah di
KPU Kabupaten Donggala; dan
b, ssbagai dasar perencanaan, pengendalian program/kegiatan dan anggaran
KPLU Kabupaten Donggala Tahun 2020-2024.

D. SASARAN STRATEGI
Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi
Pemilihnan Umum pericde 2020-2024 yang secara gans besar dapat dibagi
menjadi dua, yakni ;

1.  Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu
malaksanakan tugas dan fungsinya dengan balk, disertai dengan
kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh antitas lain; dan

2. Membenkan fayanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

Sementara itu, untuk mewujudkan pelaksanaan Visi dan Misi Komisi
Pemilinan Umum, perlu ditetapkan sasaran strategls Komisi Pemilihan Umum
sabagai pedoman penyusunan rencana kerja Kementerian/Lembaga dengan
menetapkan target kinerja setiap tahunnya sebagal tolak ukur keberhasilan atau
kelemahan satuan kerja dalam pencapaian visi misi organisasi. Adapun sasaran
strategis yang akan dicapai pada periode 2020 - 2024 adalah sebagai berkut
A 3asaran strategis untuk tjuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi

Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:
1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;

S| Benstre Kombsl Pemiblhan Umum Babupaten PDoaggala 2020
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2. Tersedianya sistem Informasi Partai Politikk yang andal dan berkualitas,
dan

3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPLU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapal tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan

Pamilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif’ yaru:

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilh Kepemiluan dan Demokrasi unfuk
seluruh lapisan masyarakat, dan

2. Terwujudnya koordinasi penysienggaraan kepemiluan yang sesual
dengan Standar Pelayanan Publik, disemal pengelolaan data dan
informasi sarta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi
informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewufudkan Pemilu

Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu

“Terwufudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi

disertal penyelesaian sengkeia hukum yang baik.”

G| Hensira Komisl Peomilibion Umom Kabupaten Dosggels $020-
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BAB Il
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

T

Tekanan reformasi olitk dalam neged tedkait pelaksansan demokrasi dan
demokratisasi telah membern uang seluas-luasnya keada setiap warga negara untuk
manggunakan semua hak-hak politiknya dalam memperjuangkan kesntingannya.
Demokrasi dan demokratisasi membuka ruang kebebasan itu, memngingat
panggunaan hak-hak politk warga negara ynag mencakup hak berbicara-berpendapat,
hak berkumpul-bersenkat, dan hak memerintah din sendin (hak memilih = hak dipiin)
merupakan wuud partisipasi politk warga negara dalam proses-proses poiitik.

Pamilu sebagai salah satu proses poltik sudah pasti didalammnya terdapat
beragam bentuk arisipas: politk warga negara, seperti mencalonkan diri, memberikan
suara, dan menglkuti kampanye politk. Sementara salah satu dampak negative dan
kebenasan penggunaan hak-hak politk wamga negara adalah munculnya sajumniah isu
dan masalah,

Yang menjadi isu strategi dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menunut rencana

pembangunan nasicnal penode 2020-2024 adalah

1) Kualitas representasi seperfi masalah dalam proses rekrutmen, kadensasi, dan
kondidasi dalam partai politk yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan
konstifuen;

2) Biaya politk tinggl merupakan masalah multidimensi yang harus diselesalkan
secara tepat Masalah ini mengakibatican maraknya prakik korupsi, rusaknya tata
nilai dalam masyarakat dan tata kefola pemenntahan;

3) Masalah kesetarsan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat,
intoleransi dan disknminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan
persatuan dan kesatuan bangsa,

4) Pengelolaan informasi dan komunikasi publik dipusat dan daersh belum
tenntegrasi, akses dan konten informasi belum merata dan berkeadiian, kualitas
SDM bidang komunikas! dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum
opbmal, rendahnya literasi masyarakal, akan menyehabkan turunnya partisipasi
dan kepamayaan masyarakat

Henstrn Komisi Pemiliban Umusm Hobupaten Dosggala 2020
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Untuk mengatasi su siralegls tersebut, dalam agenda strategl naslonal ketujuh,
“‘Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi palayanan publik”. Pemarintah
menetapkan Arah Kebsakan dan Strategi Konsclidasi Dernckrasi yaitu
Arah Kebdakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, medalul |
1. Penguatan Peraturan penindangan bidang Palitik

= Pemantapan demokrasi intemal parpol;

« Pengustan transparansi dan akuntabiias parpol,

=  Penguatan penyelenggara Pemilu.

2. Amh kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui ;

»  Penddikan politik dan pemilin secara konaisten;

=  Peningkatan kualitas dan kapasitas srpanisasi masyarakat sipd,

« Penyslenggaraan kepemiuan yang bak.

3. Amah kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, medalui :

» Pengeualan tata kelola informasi dan kermunikasi publik di K/AUD sera

penyediaan konten dan akses;

= Pringkstan lterasi TIK masyarakat,

= Penguatan peran dan kuaftas SOM Bidang Komurikasi dan informatika,

lembaga Pers, Penyiaran dan Jumalis.

Arah kebijakan dan strategi nasional diterapkan dengan indikator arah kebijakan
Konsolidasi Demokrasi sera sub indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). DI
merupakan indkator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di
Indonesia. Tingkat capainnya diukur berdasarkan pelaksanaan yaitu Kebebazan Sipil
(Cha Liberty), Hak-hak Politlk {Poltical Rights), dan Lembaga Demokrasi (insitution OFf
Democrazy). Tingkat capainnya diukur berdasarkan pelakasanaan dan perkembangan
3 (tiga) kegiatan priontas demokrasi yaitu Kebebasan Sipil (Cil Liberty), hak-hak politik
(Folitcal Rigits), dan Lembaga Demokrasi {Institution of Democrazy).

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KPU KABUPATENKOTA
Penetapan arah kebijakan dan strategi dalam rangka mencapal visi, misi,
iujuan, dan sasaran strategis Kormisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengacu
kepada arah kebijakan dan sitrategi nasional sebagaimana tercantum dalam
RPJMMN 2020- 2024 felah disusun melalul Keputusan Komisi Pemilihan Urnum
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Nomor 187/PR.01.3-Kpt01/KPLIIVI2020 tentang Rencana Strategis Komisi
Pemifihan Umum Tahun 2020-2024.

Visi, misi, iujuan dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan Komisi Pemilihan

Umum kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan. Adapun
arah kebijakan Komisi Pemilihan Umum dformulasikan berdasarkan strategl yvang dapat
dikelompokkan kedalam 2 (dua) Program sesuai dengan jumiah pengampunya pada
Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Komisi Pemilihan Umum kedepan yakni :
1. Program Dukungan Manajemen, dangan arah kebijakan

Menyelenggarakan tata kelolamanajermen kelembagaan berdasarkan pada
kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan waiar (mert system),
Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dan setiap kebjakan dan peatuman
yang ditetapkan,

Menyusun SOP setiap eselon (Jabatan), disertai pengukiran indikator kinerjanya
disetiap eselon (Jabatan);

Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang
dibarikary;

Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan
administrasi kepegawaian di lingkungan KPU,

Menyelenggarakan pengelolaan data dan informas serta  dokumnentasi
pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang
terimegrasi;

Menyediakan dokumen perencanaan dan pengannggaran, koordinas! antar
iembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;

Meningkatkan transparansi dan akuntsbiitas pengelolsan administrasi
keuangan dilingkungan secretariat KPU;

Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawesan kegiatan-
kegiatan dilingkungan KPLU,

Menyelenggarakan pameriksaan yang transparan dan akurtabel

Optimalisasi pembinaan, pengawasan dan penyelenggaraan Pemilu;
Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkanioran
seharn-har untuk KPL,

Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan asset KPL secara optimal,
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2. Program Penyedenggaraan Pemilu dalsm Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan
arah kebijakan :

Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu (Pemilu Presiden Waki
Presiden, Pemiihan Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemiiihan Gubemur
dan Wakil Gubemur, Bupali dan Wakil Bupati dan/atau Wallkota dan Waki
Walskota);

Melakukan koordinas| dengan segenap pemangku kepentingan, balk pada
tahap persiapan, penyelenggaraan maupun seteiah Pemilu;

Pendayagunaan Penyelenggaraan Pemilu secara optimal unituk terwujudnya
Pemiu langsung, wmum, bebas, jujur, adil, transparan, akunisbel, dan
berniegritas;

Meningkalkan kapasitas SDM dalam mengelola logistic Permiw/Pemilhan
secara tepat waktu, tepat jumiah, tepat jenis, tepat kualitas dan tepat sasaran;
Memyiapkan peryusunan rancangan peratuan dan  keputusan  KPL,
pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya;

Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berketanjutan,

C. KERANGKA REGULASI

Sebaga penyelenggara Pemilu Serentak, KPU mempunyai Kewenangan

atrbusi urtuk menetapkan kebiiskan teknis yeng menipakan peraturan pelaksana dan
undang-undang wniuk mengatur penyelenggaraan Pemilu Serentak, kebjakan teknis
tersabut ditetaplkan dalam bentuk Peraturan KPU.

Peraturan yang diperiukan KPU dapat diketegorkan menjadi 2 (dug) yaitu

peraturan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu Serentak, dan
peratuan yang mengatur dukungan kesskretaratan penyelenggaraan  Pemilu
Serentak (non tahapan pemilu).

Dengan demikian regulasi yang sekiranya dipedukan pada periode 2020 - 2024

uniuk mendukung kinerja Komisi Pemiihan Umum dalam menyelenggarakan Permiu
Serentak, serta dalam menghadapi siluasi darurat seperti Pandemi Covid-18 adalah ;

1

Tentang Noma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian
Perengkapan Penyelenggaraan Pamilihan Umum Serentak;
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2  Tentang Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian ke Komisi
Pemiihan Umum/omis Independen Pemilihan Kabupaten/kots dalam
Pemiiihan Umum Serentak;

3. Tentang Penefapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan Lanjutan dan
Pemniihan susulan fanpa melalul usulan dari KPU ProvinsiKabupsten®ota
dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana
alam/non alam, kerusuhan, gangguan keamaran, dan/atau gangguan lainmys.

D. HKERANGKA KELEMBAGAAN

Menijuk pada crganisasi KPU, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi
KPU, KPU ProvinsiKIP Aceh, dan KPUKIP Kabupaten/Wota, seria sumber daya
manusia apamatur KPU sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kera (SOTK)-
rys, maka diperulcan perkuatan dan penyermpumaan SOTH Komisi Pemilinan Limum
k= dapan,

Perubahan SOTK Komisi Pemilihan Umum tersebut didasarken pada Peraturan
Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tupgas, Fungsi, VWawenang,
Organisasi dan Tata Kerja Sekretanat Jenderal Komisi Pemilihan Urnum, Sekretarat
Komis Pemiihan Umum Prowvingi, dan Sekretarat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota.

Disamping ftu, Komisi Pemilihan Umum ke depan peru memperkuat
hamonisasi atau kerjasama antar lembaga, guna mendukung petaksanaan Pemiihan
Umum. Adapun Lembaga-dembaga yang sebelumnya telah bekerasama dalam
mensukseskan Pemilhan Umum di Indonesia bersama Komisi Pemilihan Limum,

adalah :

1)  Bawaslu,

2y DKPF,

3)  Kementeran Dalam Negeri;
47 TN

55 POLRI

B) DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten;

71 HKementeran Lembaga Terkait Lainnya,

B) Pergunuan Tinggi;

8  Pemarhat Pemilu Dalam Negen dan Luar Negen.
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Guna mencapal Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan yang telah ditetapkan tentu
diperiukan struktur organisasi dan kelembagaan yang kuat, SDM yang handal
serta proses tata laksana yang akuntabel dan transparan dalam mewujudkan
penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berkualitas. Sejalan dengan halini
Komizi Pemilihan Umum secara konsisien akan terus malakukan proses benah
dii yang meliputi restrukturisasi organisasi, penataan personil serta
pembenahan dalam rekrutmen sumber daya manusia guna mewujudkan Komisi
FPemilihan Umum sebagai institusi negara yang profesional, skuntabel dan
transparan serta menerapkan prinsip-prinsip good governance. Peran
ketatalaksanaan ini sangat penting, karena bersifat mengatur semua akiifitas dan
sumber daya yang ada Sekalipun suatu organisasi sudah memiliki strukiur
organisas| dan SDM yang balk dan sesual dengan tantangan yang dihadapi,
namun jika dikelola dengan sistem manajemen yang tidak tepat, maka organisasi
dan SDM tersebut idak akan dapat menghasilkan kinerja unggulan,

Komisi Pemilihan Umum Kebupaten Donggala yang ada aaat ini merupakan
periode keanggotaan ke empat yaitu periode 2018 - 2024 sasuai Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Republix Indonesia Nomor @ 238/PP.08-
KptDS/KPU/2019 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2019 — 2024, setelah
s=pelumnya priode ketiga 2013 — 2018 menyelesaikan masa lugasnya,

Kebaradaan KPU Kabupaten saat ini meamiliki landasan hukum yang sangat
kuat, Selain didasarkan pada konstitusi negara pasal 22E Undang-Undang
Dasar 1945 juga telah memiliki Undang-Undang tersendin yaitu Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Limum

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala yang terbentuk pada Tahun

2003 sampai saat ini telah melaksanakan beberapa penyelenggaraan Pemilihan

Umum dan terakhir berhasil melakukan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupat Tahun

2018, Pemilihan Umum Tahun 2019, sera Pemilihan Gubemur dan Wakil

Gubemur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020. Selain hak dan kewajiban

sebagaimana diatur dalam ketaniuan perundangan, KPU juga wajib :

1. Meiaksanakan dan mentaali hukum dan peraturan negara;

2 Metaksanakan tugas secara jujur dan adil;

3. Menghormatl azas keterbukaan dan pentingnya memberikan informasi

yang tepat, Jujur dan dapat memberikan akuntabilitas kepada masyarakat,
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Melaksanakan tugas yang ditetapkan sesuai Undang - undang,
Mengusahakan agar setiap peserta pemiihan umum yang meliputi partal
politik, calon anggola legislatif dan pemilih, mendapat periakuan yang adil
dan setara;

Melaksanakan tugas secara terkoordinasi antar anggota atau dengan
instansi terkait,;

Menunjang pemantauvan pemilihan umum agar beralan secara efektif dan
efisien.

Uniuk menunjang kinerja KPU Kabupaten Donggala, sebagaimana diatur
dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Momor 8 Tahun
2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemifihan Umum
Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka dibentuk alat
kelangkapan, berupa divisi-divisi, Kelompok Kena atau Tim yang dibentuk sesuai
dengan kebutuhan,

Divisi dibentuk untuk memudahkan program kera KPU Kabupaten
Donggala, sefiap Divisi mempunyai mitra kerja dengan subbagian - subbagian
pada Sekretariat KPU Kabupaten Donggala yang berhubungan dengan kegiatan
Divisi. Adapun Divisi yang dibentuk terdiri dari 5 (Iima) Divisi yang masing-
masingnya dipimpin oleh satu crang anggota KPU Kabupaten Donggala,
sebagaimana yang tercantum pada bagan struktur dibawah ini ;

STRUKTUR ORGANISASI KOMISI PEMILIHAN UM UM
KABUPATEN DONGGALA PERIODE 2019 - 2024

KIETIT A /IVIE KA

! ]
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Berikut adalah pembagian divisi dan uraian tugas masing — masing divisi yaitu :
1. Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga (Ketua)

-0 8N T

Administrasi perkantoran, kerumahtanggaan dan kearsipan;

Protocol dan persidangan;

Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara,

Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan Keuangan,
Peresmian keanggotaan dan pelaksanaan Sumpah Janji;

Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistic pemilu,

2. Divisl Teknis dan Penyelenggaraan

b
C.
d

g.

Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi,

Verifikasi partai politik dan DPLC;

Pencalonan peserta Pemily,

Pelaksanaan pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi
penghitungan suara;

Panetapan hasil dan pendokumentasian hasil pemilu dan pemilihan;
Pelaporan Dana Kampanye:;

PAW Anggota DPRD.

3. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM

i

~Te te apow

Sosialisasi kepemiluan;

Partisipasi masyarakat dan Pendidikan Pemilih,

Publikasi dan Kehumasan,

Kampanye Pemilu dan Pemiliban,

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi,

Kerja sama antar lembaga;

PAW Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KFUKIF Kabupaten/Kota,
Diklat dan pengembangan SDM;

Penelitian dan pengembangan Kepemiluan;

Pengelolaan dan permnbinaan SDM

4. Divigi Perencanaan, Data dan Informasi

a
=]
=
d

-]
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Penyusunan Program dan Anggaran,

Monitoring, evaluasi, pengendalian Program dan anggaran;
Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilik;

System informasi tahapan pemilu dan pemilihan,
Pengelolaan aplikasi dan jaringan Informasi Teknologi (IT);
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f. Pengelolaan Informasi;
g. Pengelolaan dan penyajian Data Hasil Pemilu Nasional,
h. Pengelolaan dan penyediaan informasi Publik (PPID).
5. Divisi Hukum dan Pengawasan
Pembuatan Rancangan Keputusan;
Telaah dan advokasi hukum;
Dokumentasi dan Publik Hukum;
Pengawasan dan pengendalian Internal;
Penyelesaian sengketa Proses d dan an Hasil Pemilu;
Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dan etik.

i - S T -

Untuk menunjang kinerja Komisi Pemiihan Umum Kabupaten Donggala, Anggota
Komisi Pemilihan Umum dibantu clehSekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana
Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang tentang Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota adalah lemoaga yang dipimpin cleh Sekretars Jenderal KPU dibantu
seorang Wakil Sekretaris Jenderal, Sekretaria KPU Provinsi dan Sekretaris KPU
Kabupaten/Kota sebagai lembaga pandukung yang professional dengan tugas ulama
membanty hal tekhnis administratif, termasuk pengelolean anggaran Pemiku
Berdasarkan Pasal 231 bahwa Sekretariat KPU Kabupaten/Kota terdin atas -

a, Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik;

b, Subbagian Teknis Penyelenggeraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat:

€. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi;

d  Subbagian Hukum dan Sumbar Daya Manusia; dan
Kelompok JF.

Masing — masing sub bagian memiliki tugas sebagai berkut -

1) Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik mampunyal tugas melakukan
analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan
rumah tangga, umum, dan logistik Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU
Kabupaten/Kota.
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2)

3)

4)

Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Pariisipasi dan Hubungan
Masyarakat mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan teknis
penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, serta partisipasi dan hubungan
masyarakat di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan
analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, sera
pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.
Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan
analisis dan penyiapan, pelaksanaan penyusunan dan pengkajian produk
hukum, dokumentasi informasi hukum, pemberian advokasi dan pendapat
hukum, fasilitasi penyelesasian sengketa Pemilu dan Pemilihan, sera
pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten/ota.

Adapun Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupsten Oonggala dapat
digambarkan seperti Grafik berikut ini -
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A. Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota

Sementara Iu Tugas dan Wewenang HKomisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota sebagaimana tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemiliihan
Limum Kabupaten/Kota pasal 31 dan 32,

Dalam pasal 31 menyebutkan sebanyak 22 poin yang menjadi tugas
sekaligus wewenang KPU Kabupaten Kota, selanjuinya dalam pasal 32
menyebutkan sebanyak 12 poin yang menjadi kewajiban KPU Kabupaten/Kola
dalam Pemilihan Bupali dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wak Kota.
Berikut rincian tugas, wewenang dan kewajiban tersabut .

Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten/ Kota dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wall Kota dan Wakil Wali Kota :

1.  merencanakan program dan anggaran;

2.  merencanakan dan menetapkan jadwal Pamilihan Bupat dan Wakil Bupati
atau Wal Kota dan Wakil Wall Kota;

3.  menyusun dan menatapkan tata kerja KPL Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan
KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil
Wal Kota dengan memperhatikan pedoman dan KPU danfatau KPU
Provinsi;

4, menyusun dan menatapkan pedoman feknis untuk setiap tahapan
penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wall Kota dan
Wakil Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. membentuk PPK. PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur sena
Pamilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam
wilayah keranya;

6. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan
penyelenggaraan Pemilinan Bupati dan Wali Kota sesuai denpan ketentuan
paraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dar KPU
danfatau KPLU Provinsi;

7. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
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10.

3

4.

13

14,

15

16.

17.

memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang
disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data
terakhir :

a. Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Ferwakilan Daerah,
dan DPRD;
. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan
c. Pemilu Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati atau
Wialikota dan Wakil Walikota dan menetapkannya sebagai daftar
parmilifn.

menenma daftar pemilih darl PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan
Gubamur dan menyampaikannya kepada KPL Provinsi,

menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wall
Kota yang telah memenuhi persyaratan;

menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara
Femilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
bardasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluuh PPK di
wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;

membual berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat
penghifungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peseda
Pemilinan, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPL Provinsi;

menerbitkan Keputusan KPU Kabupatenota untuk mengesahkan hasil
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan
mengumumkannya;

mengumumkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil
Wali Kota terpilih dan dibuatkan berita acaranya,

melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melaiui
Gubemur dan kepada KPU melalui KPL Provinsi,

menindaklanjuti dengan segera rekomeandasi Bawasiu Kabupaten/Kota atas
termuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;

mengenakan sanksi adrinistratif danfatau mencnaktifkan sementara
anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupatenykota, can pegawai
sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukii melakukan tindakan yang
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18.

19.

20.

Py 8

22,

mengakibatkan terganggunya lahapan penyelenggaraan pemilihan
berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota danfatau ketentuan
peraturan perundang-undangan,

melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang
berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat,
melaksanakan tugas dan wewenang yang berkatan dengan Pemilihan
Gubermur dan Wakil Gubermmur sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan pedoman KPLU dan/atau KPU Provinsi;
melakukan evaluasl dan membuat laporan penyeienggaraan Femilihan
Bupati dan \Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
menyampaikan hasil Pemilihan Bupat dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan
Wakil WWali Kota kepada KPU Provinsi, Gubemur, dan DPRD
Kabupaten/Kota; dan

melaksanakan fugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU
Frovinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota:

melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan tepat waktu;
memperakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali
Kota dan VWakil Wall Kota secara edil dan setara;

menyampaikan samua informasi panyalenggaraan Pamilihan Bupati dan
Wakil Bupat atau Wal Kota dan Wakil Wali Kota kepada masyarakat,
melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesual dengan
ketentuan peraturan perundangundangan;

menyampalkan faporan  peranggungjawaban  semua  kegiatan
penyelenggaraan Pamilihan Bupati dan Wakil Bupat atau Wali Kota dan
Wakil Wali Kota kepada Menten melalul Gubemur dan kepada KPU melalui
KPLU Provinsi;

mengelola, memelihara, dan merawat arsip/fdokumen 2era melaksanakan
penyusutanmya sesuai dangan ketantuan peraturan parundang-undangan;
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10.

11.
12,

mengelola barang inventars KPU Kabupaten/Kota sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,

menyampaikan laporan perodik mengenal tahapan penyslenggaraan
Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubermur, kepada
KPU dan KPU Provingi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu
Provinsi,

membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

menyampaikan data hasil Pemilihan dar fiap TPS pada tingkat
kabupaten/kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah
rekapitulasi di kabupaten/kota;

melaksanakan Keputusan DKPP; dan

melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi, dan/atau
keteptuan peraturan parundang-undangan.

B. Sumber Daya Manusia

Datam menjalankan tugas dan fungsinya Sekretariat KFU Kabupaten/sota

didukung oleh 16 Pegawai Negeri Sipil dan 9 Orang pegawai harian lepas, dari
berbagai keahlian dan latar belakang tingkat pendidikan. Persentase jumiah
pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1
Daftar Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Sekretariat KPU Kab. Donggala

] 1. - 2 Crang
2. | | 50mang 4 Orang 1 Orang
3 | 9 Orang 6 Orang 3 Orang
4. I 1 Orang 1 Crang =

Dalam struktur Sekretariat KPU Kabupaten Donggala, secretaniat dipimpin olah
seorang pejabat sekretaris, satu crang Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan
Logistik, satu orang Kepala Sub Bagian Program, Data dan Informasi, satu crang
Pelaksana Tugas Kepala Sub Bagian Hukum, sementara untuk Kepala Sub
Bagian Teknis Penyelenggaraan masih terjadl kekosongan Jabatan.

0 |Henntra Komial Pemilibhens Umum

# 03

Kalbupaten Dengpgrala 2030




Adapun persebaran Pagawai Negeri Sipil berdasarkan Fangkat/Golongan Ruang
dalam secretanat KPL Kabupaten Donggala adalah sebagal berikut :

Nip. 19680816 199803 1 D04
5 Mariati i Staf Bagian Keungan,
" | Nip. 19831225 198803 2 D15 Umum dan Logstk
- il S, S 11+ m::ﬁmum ;an
Nip. 19840601 201012 1 001 Logistik (KUL)
' Erni Pegia, SH., M.8I _
Huk
| Nip. 19880506 200912 2 010 i seut Baglan ok
& Putri Kartika Sari, SE.. MM life Kepala Sub Bagian
© | Mip. 19851118 200812 2 002 Program dan Data
Pejabat Penandatanganan
& Fatmah Jama s Surat Perintah Membayar
* | Nip. 19630821 199403 2 002 (PPSPM) — Staf Bagian
KUL
Abdul Aziz ;
™| Nip. 19700907 199803 1 011 i SRS WY ks
Arman .
8. | Nip. 19750407 200212 1 000 e etafHogan KL
Budi Agustiawan, 5. Sos ;
% | Nip. 10840818 201410 1 001 Ve |t Reagn KHL
Azis N _
10| Nip. 19841107 199003 1 015 i L EAgn e
11 Ummy Hatifah, 3.50s m Bendahara Pengeluaran —
*| Nip. 19850708 200811 2 D01 Staf Bagian KUL
Hasan
2.1 Nip. 19780313 200804 1 001 e SiafBagien KUL
13 Herman iWa Staf Bagian Program dan
“| Nip. 19830402 201407 1 001 Data
Sarjan
14- | Nip. 19831212 200910 1 001 i AN Deay L1
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BAB IV
PENUTUP

Renstra KPU tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan 3 (lima) tahunan
yang menjadi penduan bagi pimpinan KPL dan seluruh unit kenja termasuk KPU
Pravinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupsten/Kota dalam menentukan rencana
sirategis dan rencana kineranya sehingga konsisten dengan sasaran pnortas
pembangunan dan pemerintahan. Renstra ini berisl visi, misi, tujuan, sasaran, dan
sirategl yang meliputi kebljakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang
akan datang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang ditargetkan
terwujud dalam kurun wakiu terssbut, dokumen Renstra KPU tahun 2002-2024 ini
dilengkapi pula dengan lampiran matriks kinerja dan pendanaan KPU serta matriks
kerangka regulasi. Renstra KPU tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama
seluruh unit kerfa balk KPU maupun KPU ProvinsiVKIP Aceh dan KPLVKIP
Kabupaten/Kota untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing
serta meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMM
2020-2024. Dalam hal inl, KPU tunduk dan patuh dalam melaksanakan segala
kebijakan terkait Pemilu yang diatur cleh Undang - Undang. Renstra ini tidak akan
berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan
kegatan yang beronentasi pada kinarja,

Donggala, Juni 2021
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